Berita: Muhammadiyah

Terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Berikut Tanggapan
Muhammadiyah

Kamis, 13-07-2017

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 tahun 2017. Perppu ini untuk menggantikan UU Nomor 17 tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Menanggapi Perppu tersebut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'i
mengatakan jika Perppu tersebut tidak dikelola dengan sebaik-baiknya maka dampaknya akan bisa
sangat serius, terutama terkait dengan kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat.

Mu’'ti menegaskan bahwa terlalu mahal jika Perppu tersebut diterbitkan oleh pemerintah hanya untuk
membubarkan HTI. Jika Perppu diterbitkan untuk mempermudah pemerintah membubarkan atau
melarang organisasi yang bertentangan dengan Pancasila maka terlihat pemerintah tidak siap dengan
perkembangan politik yang terjadi di masyarakat.

“Apalagi jika Perppu tersebut diterbitkan terkait dengan pembubaran ormas HTI, maka juga tidak
menjamin organisasi tersebut tak akan berkembang,” ujar Mu'ti, Kamis (13/7).

Kembali dilanjutkan Mu'ti, organisasi yang berakar pada ideologi akan berkembang sebagai gerakan
bawah tanah jika faktor-faktor eksternal yang melatarbelakangi kelahiran organisasi tersebut tidak dapat
diatasi dan diselesaikan.

Mu'ti juga mengatakan kelahiran dan perkembangan HTI antara lain disebabkan oleh realitas sistem
negara Pancasila yang belum mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur.

“Jika sistem demokrasi tidak mampu melahirkan pemimpin yang demokratis dan kepemimpinan yang
kuat, bersih, dan melayani maka idealisme untuk mendirikan sistem khalifah akan tetap tumbuh,” jelas
Mu'ti.

Karena itu, menurut dia, pemberlakuan Perppu tersebut harus sangat berhati-hati dan harus ada kriteria
yang jelas. "Selain itu pemerintah juga harus berusaha mempebaiki kinerja untuk menjawab berbagai
kritik dan kelemahan sehingga terwujud cita-cita nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Busyro Mugoddas Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa Perppu
Nomor 2 Tahun 2017 tersebut terindikasi kuat mengancam demokrasi.

"Perppu ini terindikasi kuat mengancam demokrasi. Ketika demokrasi sekarang ini justru perlu diperkuat
siapapun, terutama pemerintah," ujar Busyro.

Busyro menilai Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagai puncak konstitusi di Indonesia,
yang di dalamnya terdapat kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan
berekspresi.

“Pemerintah tidak seharusnya membungkam dengan cara menerbitkan Perppu tersebut,” tegas Busyro.
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Kembali dilanjutkan Busyro, seharusnya jika ada ormas radikal pemerintah tidak langsung
memberangusnya, namun dapat dilakukan dialog. “Begitu juga dengan Kementerian Agama bisa
mengadakan dialog terbuka untuk menentukan apakah ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila
atau tidak,” pungkas Busyro. (adam)
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